PUTUSAN
Nomor 12-02-04/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
(Provinsi Riau)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir,

menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang diwakili oleh:

1. Nama . H. A. Muhaimin Iskandar;
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa;
Alamat Kantor . Jin. Raden Saleh, No. 9, Jakarta Pusat.;

Nomor telepon/HP . No. Telepon (021) 3145328;

Nomor Faksimili © (021) 3145329;
Email . dpp@pkb.or.id
2. Nama : H. Imam Nahrawi;
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan
Bangsa,
Alamat Kantor : JIn. Raden Saleh, No. 9, Jakarta Pusat;

Nomor telepon/HP . (021) 3145328
Nomor Faksimili : (021) 3145329

Email . dpp@pkb.or.id

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 15585/DPP-03/V/A.1/V/2014 bertanggal 12 Mei
2014dan Surat Kuasa Nomor 15619/DPP-03/V/A.1/v/2014 bertanggal 23 Mei 2014
memberikan kuasa kepada: HM. Anwar Rachman, SH., MH, Hj. Anna Mu’awwanah,
MH, Sandy Nayoan, SH. H. Sugiyono, SHI., MH, Fahd Thoricky, SH, Mochamad
Bisri, S. Kom, Agustinus Soter Tembok, SH, Naskan, SHI, Sugeng Hermawan, SH,
H. Ahmad Muzammil, SH., MH, Drs. Ahmad Syarifuddin HS, SH, Ari Indra David,
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SH., MH, Hisbul Bahar, S.Ag., M.Si, ndi Syafi'i, S. Fil, Fadun Najib, S.HI, Fauzan
Fuadi, S.Kom, Otman Ralibi, SH, M. Ja’far Shodig, SH, Nuraini, SH, Andi Syafrani,
SH., M.CCL, Rivaldi, SH, Yupen Hadi, SH, M. Ali Fernandez, S.HI, Irawadi Uska,
SH, Muhamad Antoni, SH., MH, Jamalul Kamal Frsa, SH, Mahmuddin, SH, Teuku
Zulkarnaini, SH, Drs. Hendrikus Djehadut, SH, Aloysius Balun, SH, Dicky Irawan,
SH, Sholihudin, SH, H. Ka'bil Mubarrok, S.HI., M. Hum, Muzakir, S.HI, M. Lutfi
Hakim, SH, Rusdianto Matulatuwa, SH, Lim Abdul halim, SH, Zulfira, SH, Kores
Tambunan, SH, Henry Gani Purba, SH, Tamba Tuah Purba, SH., M.Si, Yusuf
Alfurgon, Taufik Azmi, Nurul Bahrul Ulum, SH, Alex Kunkun Syapiudin, SH, Arthur
Otto Libing, SH., MH, Alan Kolilan, SH, Olehan Seroyah Butarbutar SH, Lukman
Hakim Zuhdi, SH, H. Irfan Zidny, SH., S.Ag., M.Si, Dr. Fx. Puri Manunggal, SH, Asep
Lukman, SH yang kesemuanya adalah Tim Kuasa Hukum Partai Kebangkitan
Bangsa beralamat di Jalan Raden Saleh, No. 9, Jakarta Pusat. No. Telepon (021)
3145328, No.faksimili (021) 3145329, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama
bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Kebangkitan Bangsa peserta
Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tahun 2014 dengan Nomor Urut 2;

Selanjutnya disebut sebagai ------=-=====-====mm=mmm e Pemohon;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor

29, Menteng, Jakarta Pusat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1193/KPU/V/2014 bertanggal 21 Mei
2014 memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Ali Nurdin, S.H., S.T.,
Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H., Abdul
Qodir, S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhamad Hikmat Sudiadi,
S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM lbnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H.,
M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., M.H., Rieke
Savitri, S.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H.,
Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H.,
M.H, selaku para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi
Pemilihan Umum yang berkedudukan hukum pada Kantor Constitution Centre

Adnan Buyung Nasution (CCABN) yang beralamat di Jalan Panglima Polim VI
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Nomor 123, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak

untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------=-=-=========m=mmm oo Termohon;

[1.4] Membaca Permohonan Pemohon;

Membaca dan mendengar jawaban Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei

2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut
Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB
sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 12-1.a/PAN.MK/
2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal
15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 12-02/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014
yang selanjutnya untuk Provinsi Riau dicatat dengan Nomor 12-02-04/PHPU-DPR-
DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan permohonan tanggal 24 Mei 2014
yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, yang pada

pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat
final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan

umum,

b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang

hasil pemilihan umum;
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c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil
Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan
pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU

kepada Mahkamah Konstitusi;

d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang
Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional
dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau

berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional,

e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah
Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan
umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf ¢ Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,
Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan
Pasal 74 ayat (2) huruf ¢ bahwa Permohonan hanya dapat diajukan
terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional
oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai

politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan
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perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat
mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara
oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara
Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain,
adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR
dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila
mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu
yang bersangkutan;

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan
KPU Nomor 6/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut
Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan
DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 25 Maret 2013 yang
menyatakan bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta
Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 2;

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon
mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan
permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun
2014 tanggal 9 Mei 2014.

. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,
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Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman
Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan
dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam
sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara

nasional;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
dengan PMK Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui
permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan
ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam
jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak
berakhirnya tenggang waktu KPU mengumumkan penetapan hasil

pemilihan umum secara nasional,

c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan
Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam
Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB,;

d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan
Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara
hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum ke
Mahkamah Konstitusi pada Hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.13
WIB sesuai dengan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP)
Nomor 12-1.a/PAN.MK/2014. Sedangkan Perbaikan Permohonan ini
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diajukan pada tanggal 24 Mei 2014 sebelum pukul 10.50 WIB sesuai
penetapan Mahkamah pada saat sidang Pendahuluan;

e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon
yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu

sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pengajuan perkara PHPU Provinsi Riau diajukan oleh Pemohon
dalam Permohonan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin
tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan
Permohonan Pemohon Nomor 12-1.a/PAN.MK/ 2014;

2. Bahwa dalam permohonan tersebut Pemohon pada pokoknya menyatakan
keberatan dengan Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUNZ2014
tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang
diumumkan pada hari Jumat, 9 Mei 2014;

3. Bahwa Pemohon, dalam bagian Lampiran berupa kolom daftar daerah
pemilihan (Dapil) yang tidak terpisahkan dari Permohonan, mencantumkan
DPR RI Dapil Riau | Perseorangan Calon atas nama Sri Barat alias lyeth
Bustami tanpa ada uraian sama sekali perihal permasalahan apa yang
dikemukakan Pemohon di Dapil tersebut dan tidak pula secara jelas
mencantumkan Dapil dimaksud dalam Petitum Permohonan serta tidak
mengajukan alat bukti apa pun;

[2.2] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon

menegaskan dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 untuk tidak memberikan
jawaban terkait Dapil yang diajukan Pemohon a quo karena pada dasarnya Dapil
yang dipermasalahkan tersebut hanya berupa daftar saja. Namun, secara umum,
Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan sebagai
berikut:

. DALAM EKSEPSI

Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal sebagaimana

disyaratkan dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2014
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yang menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) huruf a dan huruf b disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan
Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran | yang tidak
terpisahkan dari peraturan ini.”

Bahwa dalam Lampiran | PMK Nomor 1 Tahun 2014 secara jelas dinyatakan
bahwa permohonan mencantumkan tabel persandingan perolehan suara
menurut Termohon dan Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPR atau
DPRD) di daerah pemilihan (Dapil) tertentu yang wajib disertai dengan
rujukan alat bukti pada tabel tersebut.

I. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas,
Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan

putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya dan menyatakan
Permohonan Pemohon ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat
diterima

Dalam Pokok Perkara

a. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

b. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
411/KPTS/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014,

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-

adilnya (ex aequo et bono).

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala

sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara
persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan

putusan ini.
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3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan

Pemohon adalah perselisihan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang
dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan
Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun
2014, bertanggal 9 Mei 2014, khususnya untuk perselisihan hasil Calon Anggota
DPR RI di daerah pemilihan Riau ;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan,

Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu

mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah mengadili permohonan a quo;

2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan
a quo;

3. Tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan
Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut
UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), serta Pasal 272
ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117,
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Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili
pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus

perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai

pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN
2014 a quo, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang

untuk mengadili permohonan a quo;
[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 30 huruf d, Pasal 31 ayat (1) huruf

b, huruf ¢, dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226,
selanjutnya disebut UU MK) permohonan sekurang-kurangnya harus memuat uraian
mengenai perihal yang menjadi permohonan perselisihan tentang hasil pemilihan
umum dan hal-hal yang diminta untuk diputus, serta pengajuan permohonan tersebut
harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut;

Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut
PMK 1/2014) permohonan paling kurang memuat uraian permohonan yang jelas
tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan
hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon dan permintaan untuk
membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan
menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, serta
permohonan disertai alat bukti yang mendukung permohonan;

[3.6] Menimbang bahwa Pemohon di dalam Permohonannya bertanggal 12 Mei
2014 melampirkan Daftar Dapil yang dipermasalahkan oleh Pemohon yang
menjadi satu kesatuan dengan Permohonan Pemohon yang di dalamnya
mencantumkan DPR RI Dapil Riau | untuk Perseorangan Calon atas nama Sri
Barat alias lyeth Bustami tanpa disertai adanya posita yang menjelaskan perihal
persoalan yang terjadi di Dapil tersebut dan tidak pula dicantumkan secara tegas
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perihal Dapil Riau | tersebut dalam petitum Permohonan, serta tidak mengajukan
alat bukti apa pun terkait Dapil dimaksud. Selain itu, jikalaupun benar bahwa Dapill
Riau | tersebut merupakan sengketa Perseorangan Calon atas nama Sri Barat
alias lyeth Bustami, hal tersebut tidak pernah dinyatakan lebih lanjut oleh
Pemohon karena Pemohon tidak hadir dalam persidangan pada hari Selasa, 3
Juni 2014. Terlebih lagi, terhadap Perseorangan Calon tersebut, tidak terdapat
pula adanya Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf b
PMK 1/2014;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum di atas,

menurut Mahkamah, Permohonan Pemohon a quo kabur dan tidak jelas serta
tidak terdapat Surat Persetujuan dari Perseorangan Calon atas nama Sri Barat
alias lyeth Bustami;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili

permohonan a quo dan permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas, maka
Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut perihal kedudukan hukum,
tenggang waktu, dan pokok permohonan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas,
Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2] Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas;

[4.3] Kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu, dan pokok permohonan

Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226),
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief
Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim,
Maria Farida Indrati, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai
Anggota pada hari Jumat, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu
empat belas, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka
untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua
ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 21.06 WIB, oleh sembilan Hakim
Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat,
Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Maria
Farida Indrati, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai
Anggota, dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti,
dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya dan Termohon dan/atau Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Arief Hidayat Patrialis Akbar
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ttd. ttd.

Anwar Usman Ahmad Fadlil Sumadi

ttd. ttd.

Muhammad Alim Maria Farida Indrati

ttd. ttd.

Aswanto Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Wiwik Budi Wasito
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